
106 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

I. Buku 

 

Asshiddique, Jimly, 2010, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai 

Negara, Sinar Grafika, Jakarta.  

 

Asyhadie, Zaeni, 2018, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, 

Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, Rajawali Pers, Depok.  

 

Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2016, Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah, PT 

Percetakan Bali, Denpasar. 

 

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah 

untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, 

Bandung. 

   

Dewi Judiasih, Sonny, 2019, Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap 

Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta 

dalam Perkawinan, PT Refika Aditama, Bandung. 

 

Hadikusuma, Hilman, 2018, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: 

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. CV Bandar Maju, Bandung. 

 

Isnaeni, Moch. 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung. 

 

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2017, Pengantar Hukum 

Internasional. PT Alumni, Bandung.  

 

Meliala, Djaja S, 2019, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum 

Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung. 

 

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2016, Hak-hak Atas Tanah, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta. 

 



107 

 

 

Natadimaja, Harumiati, 2013, Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan 

Hukum Benda, Graha Ilmu, Yogyakarta. 

 

Rosidin, Utang dan A. Rusdiana, 2018, Pengantar Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, CV Pustaka Setia, Bandung. 

 

II.  Jurnal 

 

Adonara, Firman Floranta, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus 

Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2. 

 

Ayu Pratitis, Sugih, 2019, Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Benda 

Perkawinan, Doktrina: Journal of Law, Vol 2, Nomor 2. 

 

Anisah, Nur, 2018, Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Kua Tahunan, Jepara 

dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Studi 

Hukum Islam, Vol 5, Nomor 1. 

 

Dewi Judiashi, Sonny. Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, 2018, Model 

Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca 

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Vol 

48, Nomor 3. 

 

Fitri, Ria, 2018, Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah, 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, Nomor 3. 

 

Henryanto Ghazaly, Justitia, 2019, Kepemilikan Hak atas Tanah dalam 

Perkawinan Campuran, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5, Nomor 1. 

 

Iswantoro, 2018, Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Al-Ahwal: Jurnal Hukum 

Keluarga Islam, Vol 11, Nomor 1. 

 

Nyoman Winarta, Eddy, 2017, Hak Pakai atas Rumah Hunian Warga Negara 

Asing dalam Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin, Acta Comitas: 

Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 2, Nomor 1. 

  



108 

 

 

Sri Darmadi, Nanang., 2015, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembaharuan 

Hukum, Vol 2, Nomor 2. 

 

Sulchan, Achmad dan Nurmalia Ika Widiasari, 2017, Tinjauan Yuridis tentang 

Perolehan Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan 

Campuran, Jurnal Akta, Vol 4, Nomor 1. 

 

Widanarti, Herni, 2018, Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta 

Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 

536/Pdt.P/2015/PN.Dps), Diponegoro Private Law Review, Vol 2, Nomor 1. 

 

______________, 2019, Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap 

Anak, Diponegoro Private Law Review, Vol 4, Nomor 1. 

 

III.  Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

 



109 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan 

Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003.  

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

 

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam 

Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL. 

 

 

 

 


	DAFTAR PUSTAKA

